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WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR O TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TUAL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

=R

WALIKOTA TUAL,

bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedeman
kinerja guna memaksimalkan peren den tanggung jawab
dalam peloksanaan tugss dan peketjaan serta pemberian

motivasi vang dapar menghasilkan kincrja yang optimal,

maka perhl disusun uraian tugas dan pbatan secara
sistematis dan terpad; _
bahwa uniuk mepindak lanjuti ketentvan Pasal 19

Peraturan Daerah Kota Twal Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Decrah Kota Tual, maka perlu uraian

- tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaen tugas

organisasi;

bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalisud
dalarn hurif a dan hurufbdi atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tual

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrabh Swatantra Tingkat I dalbm
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1ii,
Tambahan  Lembaram =~ Negara  Republik  Indoncsia
Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 25 ‘Ta.l'lun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasionsl [Lembaran Negara
Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuaogan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negm‘a
Republik [ndonesia: Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007  tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran

Negara - Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor G7..
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Normior 4747},




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ientang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik [rdonesia Tahun 2009

" Nomer 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurr 2014 Nomor & Tambzahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daersh  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telalh diubah retakhit denigan Uwndang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indomesia Tabun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Bomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaiNomoar 4015] sebagaimana telah
diubah dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 3
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4192),

10.Peraturan Pemerintah Momor 100 Tahun 2000 tentang

11.

12,

13.

Penpangkatan Pepawal Negeri Sipil Republlk  [ndonesia
Dalam Jabatan Spruktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2000 Nomor 197, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah denpan Peraturan  Pemerintah  Nomor 13
Tabun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194});

Peratuiat Pemerlttal Nomor 9 Tadiin 2003  téntang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tshun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263)

Pereturan Pemernntah Nemor 79 Tehun 2005 tentang
Pedoman Pembmsan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Deerah  {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia: Nomor -4593)

Peraturan Pemetintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887)
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14.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Deerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 ieniang
Pembentukan den Susupen Perangkat Daerah Kota Tusl
(Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 83,
Tambahan Lembearan Daefah Kota Tual Nomoer 7096);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan @ PERATURAN WALICOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS
JARBATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TUAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUWM

Pasal 1

Dalam Pérdatararn ini yang dimaksiud dengan

1. Daerah adalah Kota Tual;

Pernefintal Daérah adalah DEF adqritalh Kéta Tual;
Walikols Tual adalah Walikota Tual

Wakil Wallkota adalah Wakil Walikota Tual;

Sekretaris Daersh adalah Sekretaris Daerah Kota Tual

Badan Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Tual,

Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Dedrah yang
bertanggung jawab kepada Walikota dalamm rangks penyelenggarean
pernetintahan yang terdiri dari Selkaetarimt Daerah, 3ekretariat DPRD,
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Dacrah;

8, Unit Pelaksana Tcknis Badan yang selanjutnva disingkat UPTB, adalah
unsur pelaksana tcknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis
dperisional dan/&tau kégiatan tehnis penuniahg térteaty;

Q. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjuklan tugas, tanggng
jawab, wewenang dan hak seorang pegawal negeri sipil delam rangka
memimpin suatyu sabuan organisask

oog s @

=~

10. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya discbut labatan
fungsional adelah keduduken yang menunjukkan tugas, tanggungawab,
wewenang dan hak seofang Pegawai Negeri Sipil dajam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didesarkan pada keahlian
dan/aftau keterampilan fertenti serta bersiat fmandri;

11.Pelaksana adalah jabatan di ar jabatan struktural maupun jabatan
fungsional berada & bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan
sebaglan tugas pada jabatan struktural;

12, Standar Kompctensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi
adalah persyaratan kompetensi mimimal yang harus dimiliki seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan. tugas jabatamn, _

13. Desentralisasi adalsh penyeratian kewenangan Pemerintah cleh Pemerintah
kepada daerah otonom dalam kerangke Negara Kesatuan Republk
Indonesia;
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14Tugas Pembantuan adalah penugasan deri Pemerintah kepada Daerah
danfatau Desa, dari Pemermtah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
danjatau Desa serta Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanakan tugas terteniu;

15Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan pekerjaarn;

16. Fungsi adalah sekelompok aktifitaz yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifat atau pelaksaannya;

17. Urstan Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan
dalam memproscs bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu

BAB 11
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagan. Pertama,
SUSUNAN ORAGNISASI

Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia Kota Tual terdiri dan:
a, Kepala Badan,
b. Sekretariat, rerdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanasn dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umumn dan Kepegawaian.
c. Bidang Formasi dan Pembinaan Pegawat, terdiri dari:
1. Sub bidang Formasi dan Informasi: Kepcgawaian;
2. Sub bidang Pembinaan KORPIL
3. Sub bidang Penegakan Thsiplin ASN.
d Bidang Mutasi, terdiri dari:
1. Sub bidang Mutasi dan Kepangkatan;
2. Sub bidang Mutasi Jabatan dan Mutasi Pindah;
3. 5ub bidang Pemberhentian dan Pensiumn.
e Bidang Pengembangan sumber daya manusia, terdiri dari:
1. Sub bidang Diklat Penjenjangan;
2. Sub bidang Diklat Fungswnal;
3. Sub bidang Diklat Teknis dan Pendidikan Umum.
(?) Unit Pelaksana teknis Badan {UPTB).
(3] Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian. Kediia
KEDUDUEKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pagal 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah Kota d bidang
Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dipimpin eoleh seorang
kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melahil Sekretaris Daerah.
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Pasal 4

Baden Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota,
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
dalam rangka pelaksanaan tupas descooralisasy, tugas pembantuan dan tugas-
tugas lain yang diberikan Walikota.

Pazal 5

Untuk ‘menyclenggarakan tuges sebapgaimana dimaksud pads Pasal 4, Badan

Kepegawaian dan Pengermbangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan

fungsi: .

a. Perumusan kebjjakan dan pclaksanaan teknis di bidang Kepegawaian dan
pengembangan sumber daya rnanusia;

b. Menyelenggarakan -urysan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan
vmum di bidang Kepegawaian dan pcngembangan sumber daye manusia
berdasarkan Peraruran Perundang-Undangan;

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tekmis df bidang Kepegawajan dan

pengembarigan sumber daya manusia;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
e Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Badan;

Pelaksansan tugas hkin sesvai kebijakan yang ditetapkan Walikota dj
bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusis.

b

Bagian Ketiga
KEPALA BADAN

Pasal 6

Uraian tugas Kepala Badan, sebagai berikut:

a Merumuskan Rencana Strategi [Renstfa] Badan, berdssarken Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijken Kepals Daereh
untuk memberikan layanan admimistrasi keépepawaian yang profesional;

b Merumuskan Rencana Kega (RENJA) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA} berdasarkan rencana Strategn Badan sebapai pedoman
penyelenggaraan tugas;

c. Merumuskan sasaran  kebijakan pembinaan, pengembangan  dan
ketatausahaan kepegawaian daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku
dan skala prioritas kebutuhan agar Jayanan administrasi kepegawaian
berjalan tertib dan lancar;

d. Merumuskan kebijakan manajemen kepegawaian meliputi penyusunan
kebutuhan, formasi, pengadaan pegawal, mutasi, jabatan, kepangkatan,
pemberhentian dan  pemsiun, kesejahteraan pegawai, pengembangan
pegawal, gaji, tunjangan dan kesejabteraan pegawai untuk memberikan
layanan administrasi kepada aparatur secara cepat dan tepat;

e Mengkoordinasikan penyusunan Rancarigan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Badan, Proritas dan Piafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan sesuai
ketentuan yang berlaku agar menjadi pedoman dalm pelaksanaan tugas;

f Mengkoordinasikan dengan pihak terkait dan menetapkan bahan
pembinaan dan  petunjuk  teknis  penyelenggaraan  administrasi
kepegawaian sesual kelentuan yang berlaloa untuk menjadi acuan dalam
pelaksanaan tugas;



Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas
kerja dan pengembangan karir sesuai ketentuan yang berlaku  agar
bertanggungjawa®y 1erhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya;

Mengarahkan penvelenggaraan  pengelolaan keuangan dan  materil,
ketatausahaan dan administrasi umum. sesuai norma dan prosedur yang
perlaku apar berjalan tertib dan lancar;

Mengarahkan penyelenggaraan kebijakeh penyusunan kebutuhan pegawaid,
formasi pegawai, pengadaan pegawai, satya lencana, pembinaan
kedisiplinan, serta pengendalian data dan informasi kepegawaian sesual
norma, standar dan gprosedur yang berlaku dalam rangka memenuhi
tuntutan pelayanan kepegawaian yang cépat, tepat dan prosedural;

Mengarahkan penyelenggaraan kebijpkan pemindahan dan penempatan
pegawai, penggajian dan tunjangan, pengangkatan, pembebasan scmentara
dan pemberhennaﬂ dari dam dalam jabatan struktural /T ungsmnal pensiumn,
administrasi Tim Penilai Kinerja, kepangkatan dan upan dinas sesual
ketentuan yang berlaku dalkm ragka memenuhi mntutan  pelayanan
kepegawaian yang cepat, tepat dan prosedural;

Mengarahkan penyelenggaraan Diklet penjenjangan, diklat fungsicnal dan
diklat teknis, administrasi tugas belajar dan izin belajar sesuai ketentuan
yvang berlaku dalam rangka memenuhl tuntutan pelayanan kepegawaian
yarg cepat, tepat dan prosedural; .
Memantau dan  mengawasi  Semua penyelénggarasn  administrasl
kepegawaian, keuangan dan materil berdasarkan norma dan standar vang
berlalon agar berjalan sesual proscdur;

Mengevaluasi preses dan hasil penyelenggarsan kebijgkan administrasi
kepepawatan, keuangan dan jmateril badan berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlaku dalam rangka mengetahui kekurangan untuk
perbaikan berikutnya;

Memberi paraf danjatau tanda tangan pada naskah dinas sesual
kewenangan dan/atau pendelegasiennya guna kelancaran roda organisasi;

Mengevaluasi kineja bawahan dan kinérja badan berdasarkan ketentuan
vang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah perbaikan ke
depan;

Melaparkan hasil pelaksanaan topas secara  tertulis berupa laperan
pelaksanaan budaya Kerja, pepgawasan melekat, akuntabilitas kinerja
pemerintahan, LPPD, LKPJ, LKPD, LRA serta laporan kegiatan bulanan unit
kerja secam berjenjang keatas berdasarkan prosedur yarg berlaku umtuk
menjadi bahan evaluasi dan/atau pertanggungjawaban Pimpinan Daerah,

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai tugas dan fuogs) untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

Menyusun Standar Operasi onal Prosedur (SOP).

Bagian Keempat
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal ¥

Uraian Tugas Sekretaris, schagai benkut :
a. ‘Merencanakan operasional program dan kegiatan tahunan berdasarkan

ketenituan yang berlaku sebagai pedomnan operasional pelaksanaan tugas;

b Mendistribusikan Tugas kepada bawahan scsual ketentuan yang berlaku

agar bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinys,
s




(L}

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan program
kepada bawahan berdasarkan nporma dan standar yang berlaku agar
berjalan sesuai prosedur;

Menyelia pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tuagas pokok dan
fungsi agar terhindar dani kekelirusn dalam. penerapannya;

Menyelenggarakan program dan kegiatan perencanaan pegawai, lata usaha
naskah dinas, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
badan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan
lancar:

Melaksanakan pemantauan teknis program perencanaan, tata usaha

naskgh dinas administrasi- kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
badan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar kegiatan
dapat herjalan sesuai yang direncanakan;

Membuat konsep naskah dinas dan/atan memberi paraf pada konsep
naskah dinas sesuni kewenangannya guna kelanecaran roda pemerintahan;

Mengevaluast pelaksanaan program perencansan, tata usaha naskah dinas,
administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan badan berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar target yang direncanakan dapat
rercapai;

Mengevaluzsi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar
dapat menentukan langkah -langkah perbaikan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada
atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku  untuk

memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan igas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan

Cugas.
Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagei
berikut :

a Menyusun rencena kegiatan dan anggaran berdasarkan ketentuan yeng
berlaku schggai pedoman pelaksanaan tugas;

b Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tuges dan tanggung
jawab magsing-masing sgur berjalan lancar delam implementasinya;

¢ Membimbing pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan mekanisme dan
prosedur yang beclaku agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa bahlan dan Koosep penyusunan rencane strategis, rencana
Kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran serta pengelolaan
keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terhindar dari ‘masalah dalam proses penyelesaiannya;

e. Melaksanakan pemantauan penyusunan rencang strategis, rencans
kerja, rencana Kegiatan dan anggaran (RKA), LPPD, LKFD, pengelolaan
keuangan LRA  SPJ [ungsiondl, proses penyelesaian pertanggung
jaweban LS/GU/TU sesuai ketentuan dan prosedur yang beriaku agar
terhindar dari masalah dalam penyelesaiannya;

f Mengevaluasi penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku
dengan cata membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan;

g, Membuat konsep naskah dinas danfatau memeriksa komsep naskah
dinas sesuai batas kewenangannya guna  kelancaran  roda
pemerintahan;
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Mengevaluasi pelakssnaan kegiatan sesuai Kketentuan yang berlaku
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan;

Mengevaluasi kinerja bawahan dan sub bagian berdasarkan ketentuan
dsn prosedur yang berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah
perbaikan dan pengermbangan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis
kepada atasan berdaswkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
unfuk memberikan pambaran akhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
fiean meupun tertulis sesvai gas dan fimgsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tuges.

(2] Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:

.

b

Menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlakuo
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Membagi tugas kepada bawahan sesuaj dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sesual dengan
tugas dan tanggung jawab agar pekerjuun benalan tertib dan lancar;
Memeriksa bahan dan honsep penyelesaian naskah dines, surat
menyurat, inventarisasi barapg, dan tats kelola perkantoran
berdasarken ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari
masalah dalam proses penyelesaiannya;

Melaksanakan pemantavan pada penyelesaian naskah dinas, surat
menyurat, inventarisasi barang dan txa kelkla perkantoran
herdasarkan ketentuan dan prosedur vang berlaku sgar terhindar dari
masalah dalam penyelesalannya;

Membuiat konsep naskah dinas dan/atau memeriksa konsep naskah
dinas scsuai batas kewenangannya guna  kelancaran roda
pemerintahan;

Mengevaluasi kegiatan ketatausahaan naskah dinas et2au  suret
menyurat, mventarisasi barang, dan tata kelola perkentoren dengan
cara membandingkan rencana deéngan  kegiatan  yang  telah
dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan;

Mengevaluasi kinerja bawahan dan sub begian bevdasarkan ketentuan
dan prosedw yang berlaku agar dupat menentukan langkah-langkeh
perbaikan dan pengembangan orgarisasi,

Melaporkan hasil pdaksanaan tugas secarm lsan maupun tertulis

kepada stasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
BIDANG FORMASI DAN PE NMEINAAN PEGAWAI

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala Bidang Formasi dan Pembinaan Pegawai, schbagal berikut:

a. Merencanakan operasional program dan kegrlan berdasarkan ketentuan
yvang berlalu sebagal pedoman operasional pelaksanaan tugas;
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(1)

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ketentiian yang berlaku
agar bertanggung jawab terhadap penyelésaian tugas pokok dan fungsinya;

Memberi petunjuk pelaksanaan rugas dan penyelenggaraan kegiatan
kepada bawahan berdasarkan prosedur yang berlalku agar dapat
menyelesaikan tugas dan kegiatan dengan. penuh tanggung jawalb

Menyelia pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan
fungsi agar terhindar dari kekeliman dan ‘masalah;

Menyelenggarakan program dan  kegiatan penyusunan dan  penctapan
kebutuhan, formasi pegawai, seleksi pengadaan pegawai, penetapan NIP,
konversi NIP dan pengangkatan CPNS berdasarkan ketentuan yang berlaku
agar kebutuhan pegawai dapat terpenuhi dan merata di setiap

Menyeclenggarakan program dan kegiatan penyusunan bezetting dan daftar
urut  kepangkatan, pengolaban dan  pengendalian data [/ informasi
kepegawaian secara manual den elekironik berdasarkan ketentuan yang

berlaku agar data dan infiormasi kepegawaian senantiasa tersaj dengan
cepat dan akurat;

Menyelenggarakan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan
Jwa korps pegawal ASN melalul pengembangan mental, keagamaan, social
budaya dan rohamni berdasarkan ketentuan yang berlaku agar berjelan
tertib dan lancer; )

Menvelengparakan program  dan  kegiatan  pengelolaan  daftar  hadir,
administrasi izin/cuti dan pemberian satya lencana sesual ketentuan yang
berlaku agar berialan tertib dan lancar;

Membuat konsep naskah dinas danjatau memberi paraf konsep naskah
dinas sesuai kewenangannya guna kelancaran roda pemerintahan;

Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian
yang telah diraih guna perbaikan dan pengembangan kedepan;

Mengevaluasi kinerja bawaben den bidang berdasarkan ketentuan yang
berlaknl agar dapat menentukan langkah-langksh pengembangan kedepan;

Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian
vang telah diraih guna perbaikan dan pengembangan kedepar;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugss secara hsan maupun tertulis kepada
atasan berdasarkan lketentuan dan  prosedur yang berlalu  unlulk
memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tfugae kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesugi mgas dan fupngsinya untuk kelancaran tugas.

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Sub bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian,

sehagai beriiut :

a Menyusun rencana kegiatan tabunan berdasarkan program kerja yang
ada scsuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesiiai deogan tugas pokek dan fungsi
masing-masing agar dapat bertanggungjawaly;

c. Membimbing pelaksanaan tugas bawshan di lingkungan Sub Bidang
sesual dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertih dan lancar;

d Memeriksa bahan den konsep penvusunan formasi PNS,  seleksi
pengadaan pegawai ASN, penyelesaian NIP CPNS, pengangkatan CPNS,
penempatan pegawai, penyeclesaian SPMT dan gaj bagi CPNS




(2]

Jr

Kk

bl

berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan agar
terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya;

Memeriksa bahan den konsep kegiatan peremajaan dan pengendalian
data manualfelcktronik  [SAPK) pegawai, status kepegawaian,
dokumen/file pegawai ASN, beizettng dan Daftar Urut Kepanghkatan
(DUK), serta penyajian informasi kepegawaian sesual ketentuan yang
berlaku dan arahan pimpican dalam rangka mengurangi Kesalahan
bawahan dalam pelaksanaannys;

Melaksanakan pemantauan |lkegidtan dan  wengevaluasi  hasil
penyusunan formasi PNS peoyusunan bezzeting dan pegawai, seleksi
penerimaan pegawai, penyelesaian penetapan Nomor Induk Fegawai
(NIFl, pengangkatan OCPNS, penempatan pegawai, penyelesaian
pernyataan melaksanakan tugas bagi CPNS seria ha katas gaj bag
CPNS sesuei jadwal yang telah ditetapkan scbagai bahan evalussi tugas
pimpinar;

Melaksanalkan pemantauan kegiatan dan  mengevaluasi kegiatan
peremajean, pengendalian dan  penyajian  dafa manual dan  data
elektronik  [SAPK] pegawai, status kepegawalan, dokumen/file
kepegawaian, begetting pegawal dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
penyajian informasi kepcgawaian sesuai ketertuan yang berlaku agar
berjalan tertib dan lancar;

Membuat konsep naskah dinas dan/atau memeriksa konsep naskah

dines sesual batas kewenanganmya gune  Kelancaran roda
pemernntahan;

Mengevaluasi kinerja bawahan dan unit kerja berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang berlaku agar dapat menentukan langkeh-langkeh
pengembangan,

Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan
vang berlaku untuk memberikan gamberan akhir pelaksanaan togas;

Melaksanakan tugas kedinasan lin yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Uraian Tugas Kepala Sub bidang Pembinaan KORPR], sebagai berikut

a

b

Menyusun tencana kegiatan ‘tahunan berdesarkan ketentuan yang
berlakni sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tuges dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan Tupes;

Membimbing pelaksanaan ‘tugas hawahan di lingkungan sub hidang
sesuai dengan tuges dan tanggungjawab egar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

Memeriksa bahan dan  konscp pembinsan jwa  korps  meliputi
pengembangan mental, wawasan social budaya, keagamaan dan nilai
dasar ASN dan kode etk pepawai ASN sesuai ketentuan yang berlaku
agar berjalan tertib dan lancar;

Memeriksa bahan dan konsep pengembangan jiwa korps melalui seleksi
dan/ atau lomba tingkat korps guma meningkatkan pemahaman dan

implementasi pelaksanaan kode etik pezawal ASN sesual draf yang
disiapkan dan rencana kerja agar berjalan tertib den lancer;

Melaksanakan  pemantauan  pada  kegiatan  pembinaan  dan
pengembangan jiwa korps melipufi pengembangan mental, wawasan
social budaya, keagamaan dan nilai daser ASN dan kode etik pegawai
ASN sesuai ketentuan wyang berlaku dan arahan pimpinan agar
hawahan terhindar dar masalah dalam proses penyelesalanns/a;
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&

Mengevaluasi Kkegiatan pembinaan dan pengembangan iwa korps
meliputi pengembangan mental, wawasan sodal budaya, keagamaan
dan nilai desar ASN dan kode etik pegawal ASN  dengan  cara
membandingkean rencana dengan kegiatan yang telab dilaksanakan
untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;

Membuat konsep npaskah dinas dan/atau memneriksa konsep naskah
dinas sesuai batas. kewenangannya guna  kelancaran  roda
pemerintahan;

Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan dan prosedur
yarg berlaku agar dapat mementukan. langkah-langkah pengembangan
suby bidang;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bidang sccara lisan maupun
tertulis kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk memberikan gambaran alhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tigas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai npas dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan hugas.

{2} Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN, sebagai berikut:

&

Menyusun rencana kegiatan Penegakan Disiplin ASN  berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebagai pedeaman operasional pelaksanaan
tupas,

Mendistribusikan tugas kepada bawsahan sesusai' ketentuan vang
berlaku agar bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas pokok
dan fungsinya

Memberi petunjuk pelaksanaan ngas -dan penyelenggaraan kegiatan
kepada bawahan berdasarkan prosedur yang berlaku agar dapat
menyelesatkan tugas dengan lancer

Menyclia pelaksanaan kegiatan & bidang penegakan dislipin ASN
berdasarkan tugas pokok dam Fungsi agar terhidar dar kekeliruan
masalah

Memeriksa bahan dan konsep penegakan dislipin Aparatur 3ipil Negars,
pemberi iz cuti, adminstrasi daftar bhadir dan hukuman disiplin
pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terjadi peningkatan
disiplin produktifitas kerja pegawai

Melaksanakan pemantauan Eékmis kegiatan pembinaan pegawai,
penegakan disiplin pegawal, pemberian izin cuti administrasi daftar
hadir dan hukuman disiplin pegawai berdasarkan ketentuan prosedur
yang berlalu agar kegiatan dapat bealan sesual yang di rencanakan

Membuat konsep naskah dinas danfatau memeriksa konsep naskah
dinas sesuai batas kewenangannya gima kelacaran roda pemerintahan

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pegawai, - penegakan
disiplin pegawai, pemberi Zin cuti, administrasi daftar hadir dan
hukuman disiplin pegawmai berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk meciptakan pelayanan yang baik

Mengevaluasi kingrja bawabam berdasarkan ketentuan yang berlaku
dapat menentukan Jlangkah-langkah pengembangan bidang

penegakan Bidang Penegakan Disiplin ASN

Melaporkan hasil pelaksanaan nyas Bidang Penegakan Disiplin ASN

secara lisan maupun: tertilis kepada atasan berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berdaku untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan

ugas
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k Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik
lisan maupun tertuliz sesuai tuges dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
BIDANG MUTASL

Pasal 11

Uraian Tugsas Kepala Bidang Mutasi, sebagai berikut :

=N

b

Merencanakan operasional program dan kegiatan berdasarkan ketentuan

vyang berlaku sebapai pedoman operasional pelaksaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku
sgar bertanggungiawab terhadap penyelesaian tuges pokok dan fungsinya;

Memberi petunjuk pelaksunaan tugas kepada bawahan berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlalcu agar dapat menyelesaikan tugas
dengan penuh tanggungjawab;

Menyelia pelaksansan kegiatan mutasi kepegawaian berdasarkan tuges
pokole dan fungsi agar terhindar dani kekeliruan dan masalah;

Menyelenggarakan program dan kegiatan pengangkatan CPNS menjadi

PNS, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan
fungsional, rotasi jabatan, promosi dan demosi jabatan, administrasi
baperjakat sertd proses pemindahan pegawai;

Menyelenggarskan program dan kegiatan, perhitungan dan penetapan
angka kredit, pemberhentian sementara, perberhentian dan pensiun PNS;

Menyelenggarakan program dan kegialan, kenajkan dan penurunan
pangkat, perinjauan masa kedja dan kenaikan gajl berkala serta cuti diluar
tanggungan Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku agar layanan
mutasi kepegawaian dapat berlangsung dengan cepat, tepet dan
prosedural;

Memantau pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan ketentuen den
prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan sesuei Yyang
direncanakan,

Mcmbuat konsep nasksh dinas danfateu memberi paraf pada Konsep
nagkah dinas sesuai kewenangannya guna kelacaran roda pemerintahan;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku untuk menciptakan pelayanan yang baik;

Mengevaluasi kiner ja bawahan pada bidang mutasi berdasarkan ketentuan
yang berlaku agar dapat menentukan [angkah-langkah pengembangan
Bidang Mutasi;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Mutasi secar Lsen maupun
tertulis kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan baik lisan
maupun tertulis sesual tuges dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 12

(1} Uraian Tugas Kepala Sub bidang Mutasi Kepangkatan, sebagai berilout

a. Menyusun rcncana Kegiatan tahunan berdasarkan ketentuan yang
herlaku sebagal pedoman pelaksanapn tagas
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(2)

b.

Membagi thgas kepada bawahan szesual dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan setiap saat
sesuni dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lascar;

Memeriksa bahan dan konsep pengangkatan CPNS menjadi PNS,
peninjauan masa kerja, kenaikan pangkar dan penurunan pangkat
serta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penycsuaian ijazah;
Memeriksg bahan dan konsep kenaikan gaj berkala, pergantian nama
dan jenis kelamin, alh status kepegawaian, peningkatan pendidikan,
mutas: data keluarga dan cubl diluar tanggungan Negara berdasarkan
ketentuan vang beriaku dan arahan pimpinan dalam rnringka
mengurang: kesalahan dalam pelaksanaannya;

Memeriksa bahan dan konsep administrasi kesejahteraan pegawai
meliputi tunjangan, taperum, bapertarum, asuransi pegawal <dan
perlindungan pegawal lamiya s$esuai ketentuan dan Kebutuhan yang
ada puna memenuhi hak-hak kepegawaian;

Melaksanakan pemantauan kegiatan sesuai jadwal  yang  telah
ditetapkan sebagail bahan evaluasi tugas pimpinamn,

Mcmbuat konsep naskah dinas den/ateu memenksa konsep naskah
dinas sesual batas kewenangannya guna kelacaran roda pemerintahan;

Mengevaluasi hasil pelak=sanaan kegiatan sesuail capaian yang diperoleh
gura mremperiancar pelaksanaan kegiatar;

Menpevaluasi kinerja bawahan berdaserkan ketentuan dan prosedur
vang berlaku agar dapat menentulcan langkah-langkah pengembangan
kedepan;

Melaporkan pelaksanaan tugas di lrigkungan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang bedaku untuk mmemberikan gambaran akhir
pelaksanaan tugas;

Mclaksanakan tugas kedinasan lam yang diberikan oleh pimpinan bail
lisan maupun tertulis.

Uraian Tugas Kepalh Sub bidang Mutasi Jabatan dan Mutasi Pindah,
sebagal berikut :

a,

b,

Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan rencana kerja dan
réncana strategis sebagal pedomman pelaksanaan tugas

Membagi tugas kepada bawaban sesual dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing agar dapat bertanggungiawalb;

Membimbing pelaksanaan tugas bawaban setiap saat sesual dengan
tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
den lancar;

Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan
pemberhentian dalam dan dan  jabatan, pemindahan jabatan,
pemhbebasan sementara dani jabatan struktural/fungsional, penurunan
jabatan, diperbantukan diluar instansi induk, penarikan kembali dari
perbantuan berdasarkan morma, standar dan prosedur yang berlaku;

Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan keplatan pengangkatan PN3S
menjadi pejabat Negara, pengaktiizn kembali PNS yang tidak
mengambil MPP dan telah menjadi pejabat negara, pemindahan unit
kerja, pemindahan antar instansi dan’ penitipan sementara berdasarkan
norma, standar dan prosedur yang berlakg;
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Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sekretariat Tin Baperjakat, sekrctariat Panitia Seleksi Pimpinan Tinggl
dan sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sesual standar, prosedur yang
berlaku;

Memeriksa bahan dan konsep pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat,
administrasi inpassing dan kenaikan jabatan, pemindahan jabatan
fungsional berdasarkan ketentman yang berlaku dan arahan dar
pimpinan agar terhindar dar masalah dalam proses penyelesaiannya;
Melaksanakan pemantanan kegiaan sesuai  jadwal yang telah
ditetaplkan sebagai bahan evaluasi mgas pimpinan;

Membuat konscp naskan dines danjatau memeriksa konsep naskah
dinas sesuai batas kewenangannya guna kelacaran roda pemerintahan;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dengan wara
membandingkan rencana depgan kegiatan vang telah dilaksanakan
untuk pelapceran pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan pelaksanaan fUgas sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;
Meleksanakan tugas kedimasan lain yang diberiken cleh pimpinan batk
lisan maupun tertulis.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub bidang Pemberhentian dan Pensiun, sebagai

berikut:

a Menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pclaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada beawahan sesual dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

¢ Membimbing pelaksanaan tugas bawshan di lingkungan setiap saat
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekeriaan
berjalan tertib dan lancar;

d. Memeriksa bahan dan konsep pemberhentian PNS dan PPPK  serta
pensiun PNS sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan tertib dan
lancar:

e Memeriksa bahan dan konsep

f Melaksanakan pemantauan kegiatan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan sebagal baban evaluasi tugas pimpinan,

g Mengevaluasi hasil pelalanaan kegiatan sesual capaian yang diperoleh
guna memperlancar pelaksanaan kegiatan,

L. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang berlaku agar dapat menenmkan langkah-langkah pengembangan
kedepan;

Melaporkan pelaksanaan tuges di Lingkungan sesual dengan prosedur
dan peraturan yeng berlaku untuk memberikan gambaran akhir
pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tertulis.

Bagian. Ketujuh
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagal
henkut:
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a Merencanakan operasional program. dani kegiatan berdasarkan rencana
strategis dan rencana kerja tahunan sesuai ketentuan yang berlalou sebagal
pedomarn operasional pelaksansan tagas;

b. Mendistribusiken tuges kepada bawaharn sesuai ketentuan yang berlaku
agar bertanggungjawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya;

¢ Memberi petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program dan keglatan
kepada bawahan berdasarkan standar, norma dan prosedur yang beriaku;

d. Menyelia pelaksanaan program dan kegiatan sesuai alur proses, jadwal dan
target yang ditentukan agar terhindar dari kesahalan dalam penerapannys;

e. Menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatthan
prajabatan, fasilitasi PNS dalam mengikuti program Diklat kepemimpinan
tingkat IV, II dan 1 PIM IV, diklat fungsional dan diklat teknis;

f, Meniselenggarakan program: dan kegiatan pengembangan pegawal melahu
pemberian tugasfizin belajar sgta bantuan pendidikan lainnya scsuai
lualifikasi pendidikan yang hirarkis guna meningkatkan kompetensi
aparaltur;

g Menyelenggarakan program dan kegiatan seleksi administrasi calon prajp
[PDN serta pemberian rekomendasi putrafputri dacrah dalam melanjutkan
pendidikan  berdasarkan ketentuan  yang berlaku  dalam  rangka
pengembangan Karir dan peningkatan kapasitas aparatur;

h Melaksanakan pemantauan tekmis pelaksanaan program kegiatan sesual
target, sasaran dan capaian dengan mengacu pada ketentuan dan prosedur
yang berlaku sebagai bahan evaluesi

1  Mengevaluasi pelaksanaan kegitan pendidikan dan pelatihan prajabatan,
PM TV, fasilitasi pegawai mengikut PIM I dan PIM II, diklat fungsional,
diliat tekms seleksi administrasi. calon praja TPDN, ujian Dinas kenaikan
pangkat dan ujian penyesuaian ipzah berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang beriaku untuk menekan kesalahan dan perbailan
berikutnya;

j. Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar
dapat menentukan langleah-langkah pengembangan Bidang Pendidikan
dan Pelatihan:

k. Memberi paraf koordinasi aras naskah dinas sesuai kewenangan yang ada;

1 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara ksan maupun tertulis kepada
atasan berdasarkan capaian dan hambatan yang ditemukan guna menjadi
bahan proyeksi perbaikan kedepan;

m Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan bak lisan
maupun tertalis  sesuam  tpgas  dan fungsmya  untuk kelancaran
pelaksanaan. :

Pusal 14

(1) Uraian Tugas Sub bidang Diklat dan Pelatihan, scbagai bertkut :
a. Menyusun rencana kegiatan penjenjangan. berdasarkan ketentuan yang
berlaku sebagai pedomean pelaksanaan tugas;

L. Membagi tugas kepada bawaban sesual dengan tugas dan tanpgung
jawab masing-masing unthik kelancaran pelaksanaan tugas;

c Membimbing pelaksanaan tugas bawahan -sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab agar pekerjaan. berjalan tertib dan lancar;

d Memeriksa bahan dan konsep peélaksanaan kegiatan prajabatan

golongan 1 dan prajabatan golongan Il sesuai kelentuan yang berlaku
agar benjalan tertib dan bncars
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e

Mcmeriksa bhalhen dan konsep pelaksanaan keglatan fasilitasi
keilcutsertaan PNS dalam Diklat kepemimpinan timgkat TV, Il dan I
berdasarkan ketentnan yeng berdaku dan arahan pimpinan dalm
rangka mengurang kesalahan. dalam. pelaksanaannys,;

Membual konscp naskah -dinas -danfatau -memeriksa kensep naskah

dinas sesuai batas kewenangannya guna kelancaran roda
pemerintahan;

Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan ketentuan dan prosedur
varg berlaku agar dapat menentukan langkah-langkah pengembangan,

‘Melaporkah hayil pelaksatiEen Toges secara livan ‘magpun TEtuls

kepada atasan berdasarian ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk memberikan gambaran aklir pelaksanasn tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai tigas dan fumgsinya untuk kelancaran
pelhkaanzan tugas.

(2) Uraian Tugas Sub bidang Diklat Fungsional, sebagal berikut

a.

b.

Merny usun rencana kegjatan Sub bidang Peran Serta Masyarakat;

Menyusun rencana kegiatan fasilitasi diklat fungsional berdasarkan
ketentuan yeng berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tuges kepada bawaban asesual dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Wembimbing pelaksanaan hagas bawahan berdasarkan petunpuk teknis
pelaksanaan kegiatan dan mekanisme yang berlaku agar pekerjaan
berjaian tertib dan lancar;

Memeriksa bahan dan konscp penyelesaian diklat diklat fungsional
tenaga penyuluh lapangan, diklat fungsional tenaga medis, dan diklat
funesional tenaga administrasi berdasarkan Retentuan dan prosedur
yang berlaku  agar terhindar dari mesalah dalam  proses
penyelesaiannya;

Memeriksa bahan dan konsep kebutuhan diklat bagi pemangku jabatan
fungsional dan bagi PNS yang alkan diangkart -dalam jabatan fungsional;

Melaksanakan pemantauvan Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat
fungsional sesuai target, sasaran, capaian dan kondisi dilapangan serta
prosedur baku yang berlaku agar terhindar dari masalah dalam
penyelesaiannya;

Membuata konsep naskah dinas danfatau memeriksa bahan/konsep
naskah dinas sesuai berdasarkan kewenangannya guna kelancaran
roda pemerintahian;

Mengevaluasi kegiotan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat
fungsional sesual target, sasaran, capaien dan kondisi dilapangan serta
prosedur baku yang berlaku agar ‘menjadi bahan perbaikan dimasa
mendatang; .
Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkan cepaian atas hasil kerja
masing-masing sesuai target dan sasaran yang lelah ditetapkan dalam
kontrak kerja, guna menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan
daerah;

Melaporkan hasil pelhksanaan tuges secara lisan maupun tertulis

kepada atasan berdasarkan ‘ketentuan dan prosedur yang berlalu
untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas kedinasan hin yang diberikan oleh atasan baik
fisan maupun tertulis sesuai tgas dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.
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(3) Urailan Tugas Sub bidang Diklar Teknis dan Pendidikan umum, sebagai
herilkut:

(1)

&

Menyusun rencana Kegiatan fasilitasi bimbingan teknis, whorkshop dan
rapat kerja tcknis dan tuges belajarfizin belajar berdasarkan ketentuan
yang berlaku guna menjadi pedoman pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi den tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan petunjuk teknis
pclaksanaan kegiatan dan mekanisme yang berlaku agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

Merneriksa bahan dan konsep rencara fasilitasi binbingan tekmis,
whorkshop dan rapat kerja teknis berdasarkan undangan dan/atau
jadwal yang ditentukan dengan mengacu. pada prosedur yang berlaku
agar berjalan tertib dan lancar,

Memeriksa behan den kopsep kebutuhan diklat bagi pemangku jabatan
adminstrasi herdasarkan kebutuhan yang ada agar berjalan teriib dan
lancar;

Memeriksa hahan konsep usulan peningkatan pendidikan pegawas ASN
herupe  usulapn fugas belajur danfatan  izin  belajar berdasarkan
kesediani anggaran dan syarat yang telah ditentukan untuk diproses
sesual Ketentuan yang berlako;

Melaksanakan pemantavan kegistan fasilitasi bimbingan leknis,
whorkshop dan rapat kerja ieknis sasaran, capayan dan  leondisi
dilapangan serta prosedur baku yang berlaku agar tcrhindar dari
masalah dalam penyelesaiannys;

Membuat konsep naskah dinas danjfatau memeriksa bahan/konsep
naskah dinas sesnai berdasarkan kewenangannya guna kclanceran
roda pemerintahan;

Mengevaluasi Kegiatan kegiatan fasilitasi bimbingan teknis, whorkshop
dan rapat kerja teknis sasuran, capaian dan kondisi dilapengen serta
prosedur baku yang berlaku sgar menjadi bahan perbeiken dimasa
mendat«ng; '

Mengevaluasi kinerja bawahan berdasarkean capaian atas hasil kerja
masing- masing sesuai target dan sasaran yang telah ditetaplean dalam
kontrak kerja, guna menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan
daerah;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis
kepada atasan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk memberikan gambaran akhr pelaksanaan tugas;

Mclaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

BAB 11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penjabaran Uralan Tugas Unit Pelaksena Teknis Dinas akan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.
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{2) Dengan berlakunya Peraturan Wallkota ini, maka Peraturan Walikota Tual
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas .Jabatan Struktural Badan
Kepegawaian Daerah Kota Tual, dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB [V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan ini mulai berlalou sejpk tanggal diundangkan.

Agar -setiap ¢rang menpetahinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walilkcta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual

Dllf:Ldpkan d Tual

Januari 2017

Diundangkan di Twal
Pada 'I;a;nggal 0§ Januari 2017

""--..
SEKR T;LRIS b ﬂE{iA\H KOTA TUAL
f& 1 '-

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 229
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